
  
 

 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 42 TAHUN 1986 

 
TENTANG 

PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PALOPO 
 
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan dalam 

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan pada umumnya, 
dan dalam wilayah Kecamatan Wara pada khususnya dipandang 
perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah 
secara khusus guna memelihara tuntutan perkembangan dan 
kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah 
tersebut; 

b. bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Wara 
telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang 
memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan 
pemerintahan secara khusus; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kota Administratif 
Palopo perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

 
Mengingat   :  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1957 tentang Pembubaran 
Daerah Luwu dan Pembentukan Daerah Tana Toraja dan Daerah 
Luwu (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1138); 

3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 

4. Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tenggara Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara 
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2619); 

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 
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 MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG 

PEMBENTUKAN KOTA ADMNISTRATIF PALOPO. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 
2. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 

ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah; 

3. Wilayah Kecamatan Wara adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Nopember 1965 Nomor 69/1965. 

 
BAB II 

 TUJUAN PEMBENTUKAN 
 

Pasal 2 
 
Tujuan pembentukan Kota Administratif Palopo adalah untuk meningkatkan kegiatan 
penyelenggaraan pemerintah secara berhasilguna dan berdayaguna dan merupakan 
sarana bagi pembinaan wilayah serta unsur pendorong yang kuat bagi usaha 
peningkatan laju pembangunan. 

 
BAB III 

 KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN 
PEMBAGIAN WILAYAH 

 
Pasal 3 

 
(1) Pemerintah Kota Administratif Palopo bertanggung jawab kepada Pemerintah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu; 
(2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu berkedudukan di Kota Administratif 

Palopo; 
(3) Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Palopo, 

apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 
dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhiadap Kota 
Administratif Palopo. 
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